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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR  8 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 

 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  

DI KABUPATEN BENGKAYANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI BENGKAYANG, 

 

Menimbang :  a.  bahwa dengan diundangkannya  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2009 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia                    

Nomor  5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan  Partai Politik mengalami 

perubahan yang mendasar tentang tata cara penghitungan,penggangaran dalam 

APBD,pengajuan,penyaluran dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik; 

b. bahwa pasal 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya 

dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek 

belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik maka tidak perlu dibuat Perda 

tersendiri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka perlu 

dicabut.; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3823); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 

 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4801);  

 

11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);  

 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelengaraan Otonomi 

Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3487); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi 

keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor  5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Nomor 59 Tahun 2007; 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24  Tahun 2009 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Penghitungan, Penggangaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran 

dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

 

 

                          Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

 

Dan 

 

BUPATI BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI 

KABUPATEN BENGKAYANG 

 

 

Pasal  I  

 

 

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di 

Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 16,  seri d 

) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 


